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PENDAHULUAN

L atar Belakang Masalah

Era globalisasi sekarang ini banyak negara melindungi keselamatan
jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya Pada umumnya negara
membutuhkan pendapatan yang besar untuk kesgahteraan kehidupan
rakyatnya. Maka pemerintah perlu mendapatkan dana tersebut dengan
melakukan suatu pungutan kepada masyarakat yang lebih dikenal dengan
kata pgjak.

Secara umum pagak merupakan pungutan dari masyarakat negara
(pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan
dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi
kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya
digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan.

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas
pemerintah dan pembangunan yang senantiasa memerlukan  sumber
penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan lain semakin dirasakan oleh
daerah terutama segjak diberlakukannya otonomi daerah diindonesia yaitu
mulal tanggal | januari 2001. Dengan adanya otonomi daerah, setiap daerah
dipicu untuk dapat berkreas mencari sumber penerimaan daerah yang
dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Dari berbagai altenatif

sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah undang-undang



tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak daerah menjadi salah satu
penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan
sesuai dengan kondisi masing-masing.

Sebagal anggota masyarakat yang menjadi bagian dari daerah setiap
orang atau badan-badan yang memenuhi ketentuan yang diatur dalam
peraturan pajak daerah maupun yang menikmati jasa yang diberikan oleh
pemerintah daerah harus membayar pajak atau retribusi daerah yang
terutang. Dewasa ini, pajak daerah terdiri dari berbagai jenis pajak yang
terkait dengan berbagai sandi kehidupan masyarakat. Disisi lain, semangat
otonomi daerah yang diberlakukan diindonesia memungkinkan setiap
daerah baik provins atau kabupaten/kota mengatur daerahnya sendiri
termasuk dalam bidang pajak dan retribusi daerah.

Dari informasi data jumlah kendaraan bermotor baik roda dua dan
roda empat tahun 2010 hingga 2013 di Riau mencapai 235.358.878 unit.
Dari tahun ke tahun jumlah kendaraan bermotor di Riau baik roda dua dan
roda empat mengalami peningkatan. Akan tetapi, tidak banyak masyarakat
yang mau membayar pajak kendaraan bermotor mereka sehingga terjadi
denda ataupun tunggakan-tunggakan pembayaran dimasa yang akan datang.
Sementara itu, dari 235.358.878 unit kendaraan yang ada di Riau hanya
sedikit yang membayarkan piutang Pagjak Kendaraan Bermotornya.

Jika kita lihat dari Kantor UPT Pendapatan Pekanbaru Selatan, yang
mana pada tahun 2010 pokok PKB 195.978 unit, tahun 2011 sebanyak

239.674 unit, tahun 2012 sebanyak 224.446 unit, dan pada tahun 2013



sebanyak 202.496 unit. Dari tahun 2010 sampai tahun "2011 mengalami
kenaikan tetapi saat tahun 2012 hingga 2013 mengalami penurunan diduga
diakibatkan adanya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
202/PMK.010/2012 yang membuat daya beli masyarakat menjadi menurun.

Berbagal upaya peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan
dan penambahan jenis pgak serta pemberian keleluasaan bagi daerah
untuk menggali sumber penerimaan daerah. Seiring berjalannya waktu dan
semakin meningkatnya kebutuhan akan kendaraan membuat Pajak
Kendaraan Bermotor sebagai salah satu pendapatan terbesar dalam pajak
daerah. Pgak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan
atau penguasaan kendaraan bermotor. Salah satu unit pelayanan yang
melakukan pungutan terhadap Pajak Kendaraan Bermotor adalah Unit
Pelaksanaan Teknis Pekanbaru Selatan, yang terletak di J Sudirman no 6
Pekanbaru dekat dengan bandara Sultan Syarif Kasm Il Riau. UPT
Pendapatan Pekanbaru Selatan ini masih satu atap dengan Dinas Pendapatan
Provins Riau.

Sistem pungutan pajak yang dilaksanakan di Unit Pelaksanaan Teknis
Pekanbaru Selatan sudah online dan sudah sesuai dengan Peraturan
Kepolisian No 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan
Bermotor. Akan tetapi, masih banyak ditemukan keluhan-keluhan dari
masyarakat tentang tata cara membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Oleh
karena itu, peneliti melakukan penelitian tentang masalah Pgjak Kendaraan

Bermotor dengan judul, “Perbandingan Jumlah Wajib Pajak Yang



Melakukan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Roda dua dan
Roda Empat) Tahunan Sebelum dan Sesudah Adanya Peraturan
Kepolisan No 5 Tahun 2012 Di Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)

Pendapatan Pekanbaru Selatan.”

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang digjukan
peneliti adalah :

“Bagaimanakah Perbandingan Jumlah Wajib Pgak Yang Melakukan
Pembayaran Pgjak Kendaraan Bermotor (Roda dua dan Roda Empat)
Tahunan Sebelum dan Sesudah Adanya Peraturan Kepolisian No 5 Tahun

2012 Di Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pendapatan Pekanbaru Selatan ?”

[.3 Tujuan dan Manfaat Penélitian

[.3.1 Tujuan Pendlitian

Untuk mengetahui Perbandingan Jumlah Wajib Pajak Yang Melakukan
Pembayaran Pgak Kendaraan Bermotor (Roda dua dan Roda Empat)
Tahunan Sebelum dan Sesudah Adanya Peraturan Kepolisian No 5 Tahun

2012 Di Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pendapatan Pekanbaru Selatan.

|.3.2 Manfaat Pendlitian

a.  Dapat mengetahui Perbandingan Jumlah Wagjib Paak Yang

Melakukan Pembayaran Pagjak Kendaraan Bermotor (Roda dua dan



Roda Empat) Tahunan Sebelum dan Sesudah Adanya Peraturan
Kepolisian No 5 Tahun 2012 Di Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)
Pendapatan Pekanbaru Selatan.

b.  Sebagai bahan masukan atau informasi bagi peneliti lanjutan dengan
pembahasan yang sama.

c. Dapat menambah ilmu pengetahuan peneliti ketika peneliti berada

dibangku kuliah.

.4 Metode Penelitian

[.4.1 Tempat Penelitian
Peneliti akan melaksanakan penelitian di Unit Pelaksanakan Teknis (UPT)
Pendapatan Pekanbaru Selatan yang letaknya masih satu gedung dengan
Dinas Pendapatan Provinsi Riau yang beralamat di J. Jendral Sudirman

No. 6.

1.4.2 Waktu Pendlitian
Peneliti melakukan penelitian selama bulan Februari hingga Maret 2014 di
Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pekanbaru Selatan yang masih dibawah

naungan Dinas Pendapatan Provins Riau.



1.4.3 Jenis Data
Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang didapat / dikumpulkan peneliti dari
semua sumber yang sudah ada dalam arti peneliti sebagai tangan kedua,
Data sekunder bisa didapat dari berbagai sumber misanya jurna buku,

dokumen dan sebagainya.

[.4.4 Metode Pengumpulan Data
Dokumen
Pengambilan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik dari
lembagal/institusi. Dokumen ini di perlukan untuk mendukung kelengkapan

datayang lain.

.6 Sistematika Penulisan
Sistematika Penulisan dalam Tugas Akhir ini adalah :

BAB|l PENDAHULUAN
Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah,
tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika
penulisan Tugas Akhir (TA).

BABII GAMBARAN UMUM
Daam bab ini beris tentang gambaran umum tempat penelitian

dilaksanakan yang didalamnya beris : Segarah  berdirinya Unit



Pelaksanaan Teknis (UPT), vis dan misi UPT, struktur organisasi serta
uraian tugas tiap-tiap bagian.

BAB |1l TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK
Pada bab ini beris tentang uraian teori-teori yang berhubungan dengan
hal-hal yang menjadi pembahasan penelitian serta tinjauan praktek ditempat
peneliti melakukan penelitian.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari Tugas Akhir yang
telah diselesaikan oleh pendliti.

DAFTAR PUSTAKA



